
 
Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBAKU) 

Volume 5, Nomor 1, April 2025 
e-ISSN: 2827-8372; p-ISSN: 2827-8364, Hal. 701-716 

DOI: https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i1.5508 
Available online at: https://journalshub.org/index.php/jebaku

 

Received: Februari 13, 2025; Revised: Maret 21, 2025; Accepted: April 28, 2025; Published: April 30, 2025 

 
 
 
 

 

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit 

sebagai Variabel Moderasi 

 
Wilda Amelia Putri1*, Aisyaturrahmi2 

1, 2 Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia. 

E-mail: wilda.21076@mhs.unesa.ac.id1*, aisyaturrahmi@unesa.ac.id2 
 

*Korespondensi Penulis: wilda.21076@mhs.unesa.ac.id1 

 
Abstract. The purpose of this study is to investigate the impact of political relationships on tax avoidance, with 

audit quality as a moderating variable. The background of this study is based on the occurrence of continuous tax 

avoidance methods, especially among corporations that have relationships with political entities. This study 

employs a quantitative approach using a causal-comparative methodology. The research sample includes 

manufacturing and trading companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023. Analysis utilizes 

multiple linear regression and MRA with a Generalized Least Squares (GLS). The findings show that political 

connections have a positive and significant impact on tax avoidance. However, audit quality cannot moderate this 

relationship. These findings suggest that companies with political connections are more likely to avoid taxes, and 

that external auditors have not been entirely successful in their oversight role. 
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Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak hubungan politik terhadap penghindaran pajak, 

dengan kualitas audit sebagai variabel moderator. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada terjadinya metode 

penghindaran pajak secara terus-menerus, terutama di kalangan korporasi yang memiliki hubungan dengan entitas 

politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metodologi kausal-komparatif. Sampel 

penelitian meliputi perusahaan manufaktur dan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2021 hingga 2023. Analisis menggunakan regresi linier berganda dan MRA dengan pendekatan Generalized Least 

Squares (GLS). Temuan menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki dampak yang positif dan signifikan 

terhadap penghindaran pajak. Namun, kualitas audit tidak dapat memoderasi hubungan ini. Temuan ini 

menyarankan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih cenderung menghindari pajak, dan bahwa 

auditor eksternal belum sepenuhnya berhasil dalam peran pengawasan mereka. 
 

Kata Kunci: Auditor Eksternal, Kualitas Audit, Koneksi Politik, Moderasi, Tax Avoidance. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Kewajiban fiskal ialah kontributor utama kas negara dengan menyumbang sebagian besar 

dari total pendapatan pada pertumbuhan nasional (Putri & Kartika, 2025). Pajak menjadi 

elemen krusial pembiayaan negara yang menopang pembangunan keberlanjutan (Venusita et 

al., 2025). Dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan diatur melalui regulasi khusus, namun 

kelemahan dalam peraturan membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak. Istilah 

ini mencakup tindakan sengaja yang diambil untuk mengurangi kewajiban pajak melalui cara-

cara yang sah (Girindratama et al., 2024). Meskipun tidak dilarang, teknik ini tidak sesuai pada 

semangat atau orientasi utama dari regulasi perpajakan, dan berpotensi menimbulakan 

kerugian bagi negara (Payamta et al., 2024). Di Indonesia, penghindaran pajak diperkirakan 

menyebabkan kehilangan penerimaan sampai  Rp 68,7 setiap tahunnya (Tax Justice 

International, 2020).  
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Sektor manufaktur dan perdagangan merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak. 

Berdasarkan data APBN Kita (2023), sektor manufaktur menyumbang 29,6% terhadap PDB 

pada 2021, namun mengalami penurunan menjadi 26,9% pada 2023. Sebaliknya, sektor 

perdagangan mengalami peningkatan. Penurunan ini turut tercermin dalam tax ratio Indonesia 

yang sempat mencapai 10,39% pada 2022, namun turun menjadi 10,21% pada 2023 (Eka, 

2024). Kondisi ini menunjukkan lemahnya kepatuhan pajak serta pengelolaan yang belum 

optimal (Saputra, 2023). 

Studi terdahulu menunjukkan bahwa praktik tax avoidance marak terjadi di sektor 

manufaktur, seperti kasus PT Bentoel International (RMBA) yang menyebabkan kerugian 

hingga US$ 14 juta per tahun melalui transaksi afiliasi (Wildan, 2020). Grup Bakrie juga 

tercatat memiliki tunggakan pajak dalam jumlah besar. Berbagai faktor mempengaruhi praktik 

tax avoidance, dengan hubungan politik sebagai salah satu diantaranya. Koneksi politik, yaitu 

hubungan antara entitas bisnis dengan pejabat atau partai politik (Putra & Suhardianto, 2020). 

Perusahaan yang memiliki akses dekat dengan pejabat pemerintah kerap memanfaatkan 

jaringan ini untuk menekan kewajiban pajak mereka melalui metode penghindaran pajak yang 

agresif. 

Namun, hasil penelitian terkait pengaruh koneksi politik terhadap tax avoidance masih 

menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa studi menunjukkan pengaruh signifikan (Ajili & 

Khlif, 2020; Indarti & Widiatmoko, 2023). sedangkan lainnya menunjukkan tidak adanya 

hubungan, terutama jika perusahaan memiliki etika bisnis yang tinggi (Rudyanto et al., 2023; 

Ishak & Asalam, 2023). 

Salah satu celah dalam penelitian sebelumnya adalah kurangnya perhatian terhadap 

variabel kualitas audit sebagai faktor moderasi. Audit yang berkualitas tinggi, terutama KAP 

bereputasi seperti Big Four, diyakini bisa menekan praktik tax avoidance dengan 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Angel et al., 2022; Payamta et al., 

2024). Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak selalu 

efektif dalam mengurangi tax avoidance (Junaidi et al., 2023; Kusuma & Rahayu, 2022). 

Penelitian ini menggunakan teori agensi untuk menjelaskan potensi konflik manajer dan 

pemilik, di mana kualitas audit berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal untuk 

menekan perilaku oportunistik manajemen. Sehubungan konteks tersebut, riset ini dirancang 

guna menyelidiki sejauh mana keterlibatan hubungan politik memengaruhi praktik 

penghindaran pajak, serta mengevaluasi peran kualitas audit sebagai variabel yang memoderasi 

hubungan tersebut. 
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2. KAJIAN TEORITIS 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) merancang agency theory sebagai dasar konseptual 

hubungan kontraktual antara principal dan agent, di mana otoritas pengambilan keputusan 

dalam pengelolaan perusahaan dialihkan dari pemilik kepada manajer yang bertindak sebagai 

agen. Namun, karena perbedaan kepentingan serta ketidakseimbangan informasi (asimetri 

informasi), seringkali timbul konflik antara kedua belah pihak (Alsmady, 2023). Untuk 

mencapai hasil yang optimal, suatu perusahaan harus melakukan pemisahan fungsi antara 

pengelola dan pemilik (Khotijah et al., 2025). Potensi munculnya masalah agen tetap ada 

karena pemisahan antara manajemen dengan pemegang saham (Permatasari, 2020). Penelitian 

ini menggunakan pendekatan teori agensi tipe I (classical principal-agent theory), yang 

berfokus pada konflik antara pemilik dan manajer. Dalam konteks ini, keputusan manajerual 

tidak jarang dipengaruhi oleh kepentingan individu yang mendorong praktik seperti 

penghindaran pajak sebagai upaya memaksimalkan keuntungan pribadi, meskipun berpotensi 

bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan, karena punya akses informasi lebih 

besar dibandingkan pemilik (Maharani & Baroroh, 2021). Dalam menentukan wewenang saat 

pengambilan keputusan bagi perusahaan, hel tersebut dapat menyebabkan konflik keagenan 

yang membentuk tidak simetrisnya informasi (Thohiroh & Aisyaturrahmi, 2022). 

Koneksi politik menjadi salah satu elemen yang dapat memperburuk permasalahan 

agensi. Perusahaan dengan afiliasi politik, seperti hubungan erat dengan pejabat pemerintah 

juga afiliasi dengan partai politik, cenderung memiliki akses terhadap informasi strategis, serta 

kemungkinan perlindungan dari pengawasan atau sanksi hukum. Adanya jaringan kekuasaan 

yang melibatkan aktor politik menciptakan persepsi perlindungan institusional bagi manajer, 

yang pada akhirnya meningkatkan keberanian mereka dalam melakukan tindakan 

penghindaran pajak. Namun, konflik kepentingan ini dapat diminimalkan melalui mekanisme 

pengawasan eksternal, salah satunya adalah kualitas audit. Kehadiran auditor independen yang 

berkualitas tinggi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Auditor dari 

firma akuntansi ternama, terkhusus Big Four, cenderung punya standar profesional tinggi dan 

tidak mudah terpengaruh oleh tekanan manajerial. Dengan pengawasan yang ketat, manajer 

menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam upaya 

menghindari pajak. 
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Dengan demikian, teori agensi memberikan kerangka konseptual yang tepat untuk 

memahami bagaimana koneksi politik dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak, serta 

bagaimana kualitas audit berperan dalam mengurangi perilaku oportunistik tersebut. Penelitian 

ini menguji hubungan tersebut dalam konteks perusahaan manufaktur, yang punya tingkat 

peran substansial terhadap dinamika nasional namun juga rawan terhadap upaya legal 

meminimalkan beban pajak. 

2.2 Tax Avoidance 

Tindakan minimisasi pajak mengacu pada pedekatan yang ditempuh oleh subjek pajak 

dalam rangka meminimalkan keharusan perpajakan dengan memanfaatkan celah dalam 

peraturan yang masih dianggap sah secara hukum, tetapi tidak sejalan pada semangat regulasi 

perpajakan. Menurut (Kusuma & Rahayu, 2022), strategi minimisasi pajak diartikan sebagai 

langkah legal yang ditempuh oleh subjek pajak dalam mereduksi kewajiban fiskal mereka 

dengan memanfaatkan kekosongan ata ambiguitas dalam struktur peraturan perpajakan yang 

berlaku. Senada dengan itu, (Sulia, 2024), menyatakan bahwa tax avoidance ialah cara legal 

untuk meminimalisir beban pajak, namun seringkali dinilai tidak etis karena berpotensi 

mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara. Kendati tidak berada dalam 

wilayah pelanggaran hukum yang eksplisit, tindakan tax avoidance sering dianggap sebagai 

bentuk ketidakpatuhan yang tersembunyi karena tujuan utamanya adalah memaksimalkan 

keuntungan perusahaan dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena 

itu, penting bagi regulator dan akademisi untuk mengukur sejauh mana perusahaan melakukan 

tax avoidance agar dapat mengkaji kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap fiskal negara. 

Kajian ini difokuskan pada pengukurannya memakai Effective Tax Rate (ETR), 

sebagaimana digunakan dalam studi sebelumnya oleh (Lukito & Oktaviani, 2022), (Indarti & 

Widiatmoko, 2023), serta (Ubaidillah, 2022). ETR dipilih karena indikator ini mencerminkan 

secara langsung tingkat efektivitas pembayaran pajak oleh perusahaan dibandingkan dengan 

laba sebelum pajak. 

2.3 Koneksi Politik (Political Connection) 

Menurut Faccio (2006) dalam studi yang dikutip oleh (Hidayati & Diyanty, 2021)  

koneksi politik merujuk pada kondisi di mana pihak internal perusahaan, seperti anggota dewan 

direksi dan manajemen kunci mempunyai hubungan formal ataupun informal melalui individu 

dalam lingkup kenegaraan. Dalam konteks teori kekuasaan politik, entitas bisnis yang menjalin 

hubungan dengan aktor politik umumnya mengoptimalkan kedekatan tersebut guna 

memperoleh keuntungan, seperti kemudahan dalam mengakses sumber daya ekonomi, 
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penghindaran dari regulasi yang ketat, serta perlindungan dari risiko hukum dan audit (Hidayati 

& Diyanty, 2021). Entitas bisnis yang menjalin kedekatan dengan aktor politik dapat 

menikmati berbagai fasilitas, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman, pengawasan 

regulatif yang lebih longgar, dan risiko audit beban pajak yang lebih ringan. Situasi ini 

membuka peluang untuk entitas bisnis dalam upaya praktik pengelakan pajak yang sesuai 

hukum, karena merasa lebih aman dari inventaris atau sanski pemerintah (Ubaidillah, 2022). 

Semakin intensif perusahaan memanfaatkan jejaring politik, kesempatan melakukan 

penghindaran pajak akan semakin meningkat. Afiliasi pemerintahan dapat memengaruhi 

keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan kewajiban pajak, serta 

meningkatkan kemampuan bertahan dan bersaing di pasar. Kriteria perusahaan yang dianggap 

memiliki koneksi politik mengacu pada penelitian (Firmansyah et al., 2022) serta (Putra & 

Suhardianto, 2020), yang menguraikan jiak koneksi politik diidentifikasi jika salah satu dari 

anggota dewan direksi atau dewan komisaris perusahaan merupakan anggota atau mantan 

anggota parlemen, menteri atau mantan menteri/anggota kabinet, aggota atau mantan anggota 

partai politik, pejabat atau mantan pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Untuk 

memperoleh data koneksi politik, penelitian ini akan menganalisis profil direksi dan komisaris 

perusahaan melalui annual report masing-masing entitas. 

2.4 Kualitas Audit (Audit Quality) 

Audit yang berkualitas dapat diartikan menjadi kemampuan auditor dalam melakukan 

pemeriksaan dan evaluasi laporan keuangan secara independen, objektif, dan profesional. 

Auditor yang berkualitas tinggi mampu mendeteksi kesalahan atau ketidakwajaran dalam 

pelaporan keuangan, guna menjamin dokumen pelaporan tersebut telah selaras pada kaidah 

akuntansi dan regulasi yang diakui (Indarti & Widiatmoko, 2023). Kualitas audit memainkan 

peran penting sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat membatasi tindakan 

manajerial oportunistik, termasuk dalam bentuk tax avoidance (Angel et al., 2022). Audit yang 

dilakukan dengan standar tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan 

seperti investor, kreditor, dan regulator bahwa laporan keuangan merepresentasikan keadaan 

finansial entitas secara wajar serta terbebas dari rekayasa demi keuntungan pihak tertentu. 

Dengan demikian, audit berkualitas tidak hanya memberikan jaminan atas integritas laporan 

keuangan tetapi juga mendorong perusahaan (KAP) yang mengaudit perusahaan. Salah satu 

indikatornya adalah keanggotaan auditor pada Big Four dengan metodologi audit yang lebih 

ketat, serta reputasi global yang kuat dalam menjaga independensi dan profesionalisme (Indarti 

& Widiatmoko, 2023; Junaidi et al., 2023). Kualitas audit dalam studi ini direpresentasikan 

melalui variabel biner, dimana angka 1 dialokasikan pada laporan keuangan yang diperiksa 

auditor KAP Big Four, sementara nilai 0 diberikan pada laporan yang diperiksa selain KAP 

tersebut. 
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2.5 Hipotesis 

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

H2: Kualitas audit memperlemah hubungan antara koneksi politik dan tax avoidance. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Pendekatan kuantitatif yang diterapkan dalam riset ini didasarkan pada kerangka 

paradigm positivisme sebagai landasan epistemology. Kajian ini menerapkan pendekatan 

kuantitatif dengan fondasi pada paradigma positivisme, dengan tujuan menguji hubungan 

kausal antara variabel-variabel yang diteliti. Studi ini dirancang untuk mengeksplorasi 

pengaruh koneksi politik dengan penghindaran pajak, juga kualitas audit dengan peran 

moderasi. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan instrumen statistik guna menguji 

hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2020). Data sekunder menjadi dasar 

studi ini, yaitu data yang dihimpun secara tidak langsung pada sumber yang terdokumentasi 

sebelumnya. Melalui annual report dan laporan keuangan melalui situs resmi BEI serta situs 

web entitas bisnis yang menjadi objek studi.  

Teknik yang dipakai saat prosedur sampling ialah purposive sampling, sebagai metode 

non-probabilitas dengan menetapkan karakteristik dalam menentukan sampel yang paling 

relevan dengan tujuan penelitian. Seluruh entitas bisnis sektor manufaktur dan perdagangan 

yang telah terdaftar di BEI pada waktu 2021 hingga 2023. Berdasarkan proses seleksi, 

diperoleh total 81 perusahaan (jumlah disesuaikan setelah data diperoleh) yang memenuhi 

kriteria antara lain: (1) Terdaftar di BEI secara konsisten pada 2021-2023. (2) Tidak mengalami 

kerugian dalam tahun 2021-2023. (3) Menyampaikan data secara lengkap periode tahun 2021-

2023 yang berhubungan dengan variabel dan kriteria studi. 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Studi berikut melibatkan tiga variabel: independen, dependen, serta moderasi. Berikut 

definisi operasionalnya: 

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel Definisi Pengukuran Sumber 

Variabel Dependen 

Tax 

Avoidanc

e (TA) 

Diukur menggunakan proksi 

Effective Tax Rate (ETR), yang 

diperoleh dengan membagi 

beban pajak penghasilan dengan 

laba sebelum pajak. 

 

ETR = 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
 

 

Indarti & 

Widiatmo

ko (2023) 
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Variabel Independen 

Koneksi 

Politik 

(KP) 

Diukur berdasarkan keberadaan 

individu dalam dewan direksi 

atau dewan komisaris yang 

memiliki afiliasi politik atau 

hubungan dengan partai politik, 

atau terafiliasi dengan 

pemerintah. 

Indikator variabel dummy: 

Dummy 1 = Entitas memiliki 

koneksi politik. 

Dummy 0 = Entitas tidak 

memiliki koneksi politik. 

Putra & 

Suhardian

to (2020) 

Variabel Moderasi 

Kualitas 

Audit 

(KA) 

Diukur berdasarkan ukuran 

KAP. Perusahaan yang diaudit 

oleh KAP “Big Four” dan “Non-

Big Four”. 

Indikator variabel dummy: 

Dummy 1 = Diaudit oleh KAP 

Big Four, 

Dummy 0 = Diaudit oleh KAP 

non-Big Four. 

Payamta 

et al. 

(2024) 

Variabel Kontrol 

Ukuran 

Perusahaa

n (SIZE) 

Diukur berdasarkan skala besar 

dan kecilnya perusahaan. 

Ukuran perusahaan = Ln Total 

Aset 

Mayndart

o, (2022) 

 

3.2 Teknik Analisis Data 

Pengolahan data studi ini memanfaatkan software Stata versi 17. Riset ini mengadopsi 

pendekatan statistik deskriptif, matriks korelasi, pemilihan model regresi terbaik,, pengujian 

kelayakan model melalui uji asumsi klasik, dan uji hipotesis guna memperoleh kesimpulan 

empiris. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Numerik 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025) 

Mean dari tax avoidance senilai 0,2322 mengindikasikan bahwa entitas pada sampel 

menghindari sekitar 23,22% dari kewajiban pajaknya. Batas bawah mencapai 0,1125 dan 

maksimum sebesar 0,4142 menandakan adanya variasi dalam praktik tax avoidance antar 

perusahaan. Untuk variabel ukuran perusahaan (SIZE), mean log total aset senilai 29,0206 serta 

standar deviasi 1,6248 menunjukkan adanya variasi yang moderat dalam ukuran perusahaan 

pada sampel. 
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Sebanyak 126 perusahaan (51,85%) dari total sampel memiliki koneksi politik, 

sedangkan 117 perusahaan (48,15%) tidak memiliki koneksi politik. Temuan ini menyiratkan 

sebagian besar entitas yang diteliti punya afiliasi politik, baik melalui kepemilikan maupun 

keberadaan dewan direksi atau komisaris yang memiliki riwayat jabatan di instansi 

pemerintahan, baik masa lalu maupun saat ini. Sementara itu, sebanyak 43,21% perusahaan 

diawasi secara independen oleh firma akuntansi Big Four yang dinilai dengan standar bermutu, 

sedangkan 56,79% lainnya memakai firma akuntansi yang lain. Sehingga mengindikasikan 

bahwasanya sebagian besar entitas dalam sampel belum menggunakan auditor dari kelompok 

Big Four.    

Tabel 2. Tabel Frekuensi 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025) 

 

4.2 Pemilihan Model Regresi 

Terdapat tiga prosedur yang akan dievaluasi yaitu pooled least squares, fixed effect 

model, dan random effect model. Ketiga metode tersebut akan diuji melalui uji chow, uji 

hausman, dan uji lagrange multiplier. 

4.3 Uji Lagrange Multiplier 

Merujuk temuan pengujian lagrange multiplier pada tabel 3, menghasilkan chibar² = 

22,91 dengan p-value = 0,0000 (< 0,05). Artinya, H₀ ditolak. Terdapat efek individual yang 

signifikan, sehingga metode yang dipilih adalah Random Effect. 

Tabel 3. Uji Lagrange Multiplier 

 

 

 

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025) 
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Pada uji normalitas menunjukkan p-value sebesar 0,00012 (< 0,05), sehingga data tidak 

berdistribusi normal. Karena itu, digunakan metode Generalized Least Squares (GLS) yang 

mampu menangani pelanggaran asumsi klasik dan menghasilkan estimasi yang lebih valid dan 

efisien.  

Tabel 4. Uji Normalitas 

v 

 

 

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025) 

2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 5. Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025) 

Hasil uji VIF menunjukkan nilai KA6 sebesar 1,55, SIZE6 sebesar 1,43, dan KP6 sebesar 

1,28, dengan rata-rata VIF 1,42. Seluruh nilai berada di bawah 10 dan tolerance di atas 0,1, 

sehingga tidak ditemukan indikasi multikolinearitas. Dengan demikian, model regresi dinilai 

stabil dan hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara valid. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian menghasilkan probabilitas senilai 0,0782 (> 0,05), sehingga tidak 

terdapat indikasi heteroskedastisitas. Artinya, model memenuhi asumsi homoskedastisitas, dan 

varians residual dianggap stabil. 

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025) 
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4. Uji Autokorelasi 

Tabel 7. Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025) 

Uji melihatkan besaran F yaitu 0,704 serta p-value 0,4039 (> 0,05), sehingga tidak 

terdapat autokorelasi orde pertama. Artinya, asumsi independensi residual terpenuhi, dan hasil 

estimasi regresi dapat dianggap valid dan dapat dipercaya. 

4.5 Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Generalized Least Squares (GLS) 

Tabel 8. Analisis Regresi Generalized Least Squares (GLS) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025) 

Probabilitas model regresi signifikan secara keseluruhan uji Wald senilai 0,0007 (< 0,05), 

menunjukkan bahwa variabel independen dan moderasi bersama-sama memengaruhi 

pengelakan beban pajak. Sehingga, dijelaskan behwa: 

a) Afiliasi politik berkorelasi dengan tingkat tax avoidance (koefisien 0,0177; p-value 0,000), 

yang berarti entitas yang berafiliasi politik cenderung untuk aktif dalam penghindaran 

pajak. 
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b) Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan (koefisien -0,0015; p-value 0,775). 

Dengan asumsi homoskedastisitas dan tanpa autokorelasi terpenuhi, hasil regresi dapat 

dianggap andal. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa koneksi politik meningkatkan praktik 

penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit tidak berperan signifikan dalam konteks ini. 

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Digunakan agar mengetahui efek spesifik afiliasi politik tiap variabel bebas secara 

individual pada variabel terikat (tax avoidance). Estimasi dilakukan menggunakan metode 

regresi Generalized Least Squares (GLS). 

a) Koneksi Politik 

Nilai z senilai 3,79 dengan p-value 0,000. Dengan itu, koneksi politik memiliki pengaruh 

pada tax avoidance. Artinya, kian kuat koneksi politik yang terasosiasi suatu entitas, kian 

meningkat kecenderungannya guna memanfaatkan celah perpajakan secara legal. Aspek 

tersebut dapat timbul akibat kemungkinan adanya perlindungan atau toleransi dari otoritas 

pajak terhadap perusahaan yang memiliki afiliasi politik. 

b) Kualitas Audit 

Besaran z yaitu -0,29 dengan p-value 0,775, yang mengindikasikan ketiadaan efek yang 

signifikan pada tax avoidance. Karenanya, kualitas audit, dalam ranah ini tidak menjadi faktor 

penentu dalam praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. 

c) Ukuran Perusahaan 

Besaran z yaitu -2,27 dan p-value 0,023, yang mengindikasikan implikasi negatif secara 

signifikan pada penghindaran pajak. Temuan tersebut menegaskan bahwa entitas berskala 

besar umumnya lebih mematuhi saat memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan 

perusahaan kecil. Faktor reputasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan besar 

bisa menjadi alasan di balik temuan ini. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025) 
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Nilai within R² sebesar 0,0001 mengindikasikan bahwa variabel bebas tidak secara 

memadai menjelaskan fluktuasi tax avoidance dalam perusahaan dari waktu ke waktu. Artinya, 

perubahan tax avoidance secara temporal lebih terindikasi oleh determinan lain. Nilai between 

R² sebesar 0,1086 menunjukkan bahwa sekitar 10,86% variasi antar perusahaan dapat 

dijelaskan oleh koneksi politik, kualitas audit, dan ukuran perusahaan. Ini menandakan model 

lebih efektif membedakan tax avoidance antar perusahaan dibandingkan dalam satu 

perusahaan. Sementara itu, overall R² sebesar 0,0657 mengindikasikan bahwa secara 

keseluruhan model hanya menjelaskan 6,57% variasi tax avoidance. Meski rendah, hasil uji 

Wald chi² yang signifikan menunjukkan bahwa model tetap memiliki kontribusi statistik yang 

bermakna. 

4. Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Tabel 10. Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025) 

Temuan dari proses analisis MRA menunjukkan rincian berikut: 

a) Koneksi Politik 

Adanya pengaruh positif signifikan koneksi politik dengan tax avoidance (koefisien = 

0.0306, p = 0.001). Artinya, semakin kuat koneksi politik perusahaan, semakin besar 

kecenderungannya melakukan penghindaran pajak. 

b) Kualitas Audit 

Tidak ditemukan pengaruh audit yang berkualitas terhadap perilaku penghindaran pajak 

(p = 0.797), sehingga penggunaan auditor dari KAP Big Four belum tentu mampu menekan 

praktik penghindaran pajak.   
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c) Moderasi Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance 

Interaksi KP × KA sebagai variabel moderasi menunjukkan koefisien negatif (-0.0138) 

namun tidak signifikan (p = 0.325), sehingga kualitas audit tidak memoderasi pengaruh koneksi 

politik atas aktivitas tax avoidance. 

4.6 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance 

Analisis empiris mengindikasikan jika koneksi politik mempunyai implikasi positif pada 

penghindaran pajak, dengan estimasi koefisien sebesar 0,0177 dan nilai p = 0,000. Temuan ini 

mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Indarti & Widiatmoko (2023), Alsmady (2023), 

(Ishak & Asalam, 2023), Firmansyah et al. (2022), serta Dessy Juliana & Hari Stiawan (2022). 

Entitas bisnis yang terafiliasi secara politis cenderung mengambil keuntungan dari akses 

terhadap regulasi dan perlindungan tertentu untuk menginisiasi penghindaran pajak secara 

agresif. Hal ini berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan mencerminkan lemahnya 

tata kelola serta transparansi pajak. 

Dari perspektif teori agensi, praktik ini mencerminkan adanya asimetri informasi antara 

manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Manajemen dapat bertindak 

oportunistik mengambil risiko untuk kepentingan pribadi karena lemahnya pengawasan, 

terutama saat memiliki dukungan politik yang memperkuat posisi mereka. Merujuk pada 

temuan tersebut, untuk itu hipotesis H1 diterima: “Koneksi politik berpengaruh terhadap 

tax avoidance.” 

4.7 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance 

Temuan ini mengindikasikan jika mutu audit tidak memiliki dampak yang signifikan 

pada penghindaran pajak (p = 0,797), dan tidak ditemukan efek moderasi dalam interaksi antara 

koneksi politik dan tindakan penghindaran pajak, tercermin melalui koefisien interaksi 

mencapai -0,0138 dan p = 0,325. Analisis ini menyiratkan bahwa keberadaan auditor 

berkualitas tinggi dalam hal reputasi maupun kompetensi profesional belum mampu membatasi 

strategi penghindaran kewajiban perpajakan, khususnya di dalam entitas bisnis yang terafiliasi 

dengan kekuatan politik. Hal tersebut sesuai dengan studi Nurhidayah et al. (2021), Yahya et 

al. (2021), Rusdiani & Umaimah (2023), Helmi & Kurniadi (2024), serta Diandra & Ariani 

(2023). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah perlindungan dari kekuatan politik yang 

dapat melemahkan efektivitas audit, terutama jika penghindaran pajak dilakukan secara legal 

dan terselubung. Dalam konteks ini, pengaruh politik berpotensi mengurangi independensi 

auditor serta mempersempit ruang pengawasan mereka. 
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Secara teoritis, menurut teori agensi, audit berkualitas seharusnya berfungsi sebagai 

mekanisme pengendalian eksternal untuk menekan asimetri informasi dan mencegah tindakan 

oportunistik manajemen. Namun, temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa peran 

tersebut belum diimplementasikan secara optimal, terutama pada perusahaan yang berada 

dalam jaringan kekuasaan politik. Dengan demikian, hipotesis H2 ditolak: “Kualitas audit tidak 

mampu memperlemah maupun memperkuat hubungan antara koneksi politik dan tax 

avoidance.” 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Merujuk temuan empiris menunjukkan jika hubungan politik menunjukkan dampak yang 

konstruktif secara signifikan pada praktik penghindaran pajak, sehingga entitas dengan afiliasi 

politik rentan lebih agresif dalam mengurangi beban pajaknya. Sebaliknya, kualitas audit tidak 

memoderasi hubungan antara koneksi politik dan tax avoidance, yang berarti keberadaan 

auditor dari KAP Big Four tidak memiliki pengaruh dalam memperkuat maupun melemahkan 

dampak koneksi politik terhadap tax avoidance. 

Mengacu pada temuan ini, bagi studi selanjutnya terkait pengukuran tax avoidance dapat 

dikembangakn dengan pendekatan lain, seperti abnormal ETR atau Book-Tax Differences 

(BTD), untuk memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai praktik penghindaran pajak. 
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